
KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 90 /KMA/SK/111/2022 

TENTANG 

PEMBERLAKUAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (APLIKASI PNBP) VERSI 2.0 

DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN 

YANG BERADA DI BAWAHNYA 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a . bahwa dalam rangka mendukung 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan peradilan se rt a untuk 

menunjang pelaksanaan pengelolaan dan 

penatausahaan penerimaan negara bukan 

pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana 

dimaksud dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Nomor 

57 /KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak di lin gkungan Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan yang berada di 

bawahnya diperlukan pemanfaatan teknologi 

informasi; 

b. bahwa Mahkamah Agung telah membangun 

dan menggunakan Aplikasi PNBP pada Sistem 

Informasi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (SIMAR!) yang saat m1 telah 

Q 



Mengingat 

C. 

1. 

-2-

dikembangkan dan diintegrasikan dengan 

aplikasi Sistem Penerimaan Online (Simponi) 

dari Kementerian Keuangan yang untuk 

selanjutnya disebu.t Aplikasi PNBP versi 2.0; 

bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan dan 

Penggunaan Aplikasi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Aplikasi PNBP) Versi 2.0 di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya; 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebaga imana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung ; 

2 . Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Jen is dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

Berada di Bawahnya; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2015 ten tang Organisasi dan Tata kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung 



MENETAPKAN 

KESATU 

-3-

Nomor '.2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan; 

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019 ten tang Administrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik 

6 . Peraturan Menteri Nomor 225/PMK.05/2020 

tentang Sistem Penerimaan Negara Secara 

Elektronik; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya; 

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

57 /KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Sadan Peradilan yang Berada di 

Bawahnya; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 

TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENGGUNAAN 

APLIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

(APLIKASI PNBP) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN 

MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN 

YANG BERADA DI BA W AHNY A. 

Memberlakukan penggunaan Aplikasi PNBP versi 

2.0 sebagai Aplikasi Pengelolaan dan 

e 
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KETIGA 
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Penatausahaan Pener imaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya . 

Mekanisme Penggunaan dan Tata Kelola Aplikasi 

PNBP versi 2.0 akan diatur lebih lanjut oleh 

Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna 

Anggaran. 

Keputusan m1 mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian 

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, 

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 30 Maret 2022 

KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBL ONESIA, 

/ MUHAMM 

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI; 
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI; 
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung 

RI; 
4. Para Ketua /Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 

seluruh Indonesia; 
5. Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan 

Administrasi Mahkamah Agung RI; 
6. Para Ketua /Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 

seluruh Indonesia. 



KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 90 /KMA/SK/III/2022 

TENTANG 

PEMBERLAKUAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI 

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (APLIKASI PNBP) VERSI 2.0 

DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN 

YANG BERADA DI BAWAHNYA 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a . bahwa dalam rangka mendukung 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan peradilan serta untuk 

menunjang pelaksanaan pengelolaan dan 

penatausahaan penerimaan negara bukan 

pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan di bawahnya sebagaimana 

dimaksud dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung N omor 

57 /KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung 

dan Badan Peradilan yang berada di 

bawahnya diperlukan pemanfaatan teknologi 

informasi; 

b. bahwa Mahkamah Agung telah membangun 

dan menggunakan Aplikasi PNBP pada Sistem 

Informasi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia (SIMAR!) yang saat ini telah 



Mengingat 

-2-

dikembangkan clan diintegrasikan dengan 

aplikasi Sistem Penerimaan Online (Simponi) 

dari Kementerian Keuangan yang untuk 

selanjutnya disebut Aplikasi PNBP versi 2.0; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a clan 

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan dan 

Penggunaan Aplikasi Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (Aplikasi PNBP) Versi 2.0 di 

Lingkungan Mahkamah Agung clan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Undang­

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; 

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

Berada di Bawahnya; 

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung 



MENETAPKAN 

KESATU 
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Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organ isasi dan 

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Perad ilan; 

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2019 ten tang Admin istrasi Perkara dan 

Persidangan di Pengadi lan secara Elektronik 

6. Peraturan Menteri Nomor 225/PMK.05/2020 

tentang Sistem Penerimaan Negara Secara 

Elektronik; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola 

Tekno logi Informasi dan Komunikasi di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang Berada di Bawahnya; 

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

57 /KMA/SK/III/20 19 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan yang Berada di 

Bawahnya; 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 

TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENGGUNAAN 

APLIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

(APLIKASI PNBP) VERSI 2.0 DI LINGKUNGAN 

MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN 

YANG BERADA DI BAWAHNYA. 

Memberlakukan penggunaan Aplikasi PNBP versi 

2.0 sebagai Aplikasi Pengelolaan dan 
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KETIGA 
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Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya. 

Mekanisme Penggunaan dan Tata Kelola Aplikasi 

PNBP versi 2.0 akan diatur lebih lanjut oleh 

Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna 

Anggaran . 

Keputusan m1 mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian 

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, 

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 30 Maret 2022 

AHKAMAH AGUNG 
NESIA, 

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada: 
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI; 
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI; 
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung 

RI; 
4. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 

seluruh Indonesia; 
5. Para Kepala Biro di Lingkungan Sadan U rusan 

Administrasi Mahkamah Agung RI; 
6. Para Ketua /Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 

seluruh Indonesia . 


